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Isu esensial dalam penulisan skripsi ini adalah apakah bagi calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam 
pemilihan kepala daerah perlu di batasi, sedangkan orang tersebut telah selesai 
menjalankan hukumanya dan bebas berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap?  Skripsi ini akan mengkritisi kaidah mengenai syarat calon 
kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri pada pemilikan kepala 
daerah, dalam Peraturan KPU yang menurut penulis bertentangan dengan teori 
hierarki peraturan perundang-undangan (stufenbau theory), teori pendelegasian 
kewenangan (delegated legislation), teori hak konstitusional warga negara khususnya 
hak politik (political rights) dan teori hukuman ganda (double jeopardy). Penulisan 
skripsi ini berbentuk penelitian hukum yang terdiri dari empat bagian besar, yang 
sebagaimana akan penulis deskripsikan di bawah ini. 
Pertama, Bab I dalam bab ini penulis akan memaparkan latar belakang 
dilakukannya penulisan skripsi ini dengan menjelaskan dalil yang menjadi titik pijak 
penulisan skripsi ini, serta metodologi penelitian yang menjadi acuan dalam 
penulisan skripsi ini. Selanjutnya, pada Bab II penulis akan mengkaji teori hierarki 
peraturan perundang-undangan (stufenbau theory), teori pendelegasian kewenangan 
(delegated legislation), teori hak konstitusional warga negara khususnya hak politik 
(political rights) dan teori hukuman ganda (double jeopardy), terhadap kaidah syarat 
calon kepala daerah mantan terpidana dalam ketentuan a quo, sebagai ketentuan yang 
diskriminatif serta bertentangan dengan hukum. 
Kemudian, dalam Bab III penulisan ini, penulis akan menganalisis kaidah 
tentang syarat calon kepala daerah mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam 
pemilihan kepala daerah, dimana kaidah tersebut membatasi hak konstitusional 
khususnya mantan terpidana yang telah selesai menjalankan hukumannya dan telah 
bebas dari hukuma. Hak konstitusional yang dimaksud adalah hak politik warga 





yang dibatasi oleh Peraturan KPU. Sehingga menurut penulis kaidah a quo tidak 
valid. 
Akhirnya pada Bab IV, penulis akan menarik kesimpulan yang merupakan 
esensi dari uraian pembahasan dalam Bab II dan Bab III sebagai akhir peryataan 
penelitian skripsi ini, serta akan memberikan saran untuk dapat dilakukan perbaikan 
ataupun perubahan khususnya terhadap kaidah syarat calon kepala daerah mantan 
terpidana yang tertuang dalam Peraturan KPU. 
 
 
      Salatiga, 22 November 2018 














Skripsi Ini mengkaji tentang konstitusionalitas syarat calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah mantan terpidana dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 
Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf h 
tentang syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mantan terpidana untuk 
mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan 
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota atau Pilkada. 
 Terkait dengan kaidah dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, penulis berpendapat 
bahwa kaidah tersebut bertentangan dengan teori hierarki peraturan perundang-
undangan (stufenbau theory), teori pendelegasian kewenangan (delegated 
legislation), teori hak konstitusional warga negara khususnya hak politik (political 
rights) dan teori hukuman ganda (double jeopardy), dimana, jika Peraturan KPU 
tersebut diberlakukan secara terus menerus akan mengakibatkan terciderainya hak 
kostitusional warga negara sebab ketentuan tersebut adalah diskriminatif, atau 
bertentangan dengan hukum. 
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